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ABSTRACT

Following the implementation of Government’s Laws No 23/1997, and the Government’s Regulations
No 27/1999, a number of environmental management instruments including Environmental Impact
Assessment (EIA) were implemented to handle environmental impacts associated with development
activities. Despite the implementation of EIA and other environmental management mstruments,
environmental degradation was not significantly reduced but showed a tendency of increased. This, in
part, was caused by the position of the EIA in decision cycle was not on strategic components (policy,
plan or program) but on project level. The aims of this paper are to study the posibility of the
Environmental Study Center in the Higher Education to increase the human resources quality for

otimizing Regional AMDAL.

Key Words : Amdal, Sustainable development, AMDAL role

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan
dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengurangi
potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi
manusia pada masa mendatang. Pemerintah
Indonesia telah mengadopsi konsep pembangunan
berkelanjutan yang dikemukakan pertama kali pada
tahun 1987 oleh World Commission on
Environment and Development.

Majalah time telah mengeluarkan edisi khusus
(April — Mei 2000) tentang lingkungan hidup.
Salah satu artikelnya berjudul “Condition Critical”
melaporkan tentang kondisi lingkungan yang
makin menurun, antara lain makin rusaknya lahan
pertanian di berbagai negara, makin meluasnya
“kawasan mati” di lautan akibat aliran limbah
kimia dari daratan, hancurnya dasar laut karena
penggunaan pukat harimau, serta tingginya {ingkat
kerusakan di sepanjang pantai.

1) Dosen Fakultas Pertanian dan anggota PSL UWKS
2) Dosen fakultas Teknik UWKS
1) Nncen Fakdtas Teknik dan amoenta PST. TTWES

Selanjutnya dalam artikel tersebut
dikemukakan adanya berbagai kecenderungan
yang mengkhawatirkan, antara lain 58%
keadaan terumbu karang dunia telah terancam,
80% grassiand kualitasnya menurun, 50%
lahan basah sudah musnah, dan 20% lahan
terancam menjadi padang pasir (Anonim,
2000). Keadaan tersebut semuanya disebabkan
dampak negatip pembangunan yang dilakukan
oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Mengingat semua pembangunan
dirancang oleh manusia, maka faktor
sumberdaya manusia merupakan penyebab
utama kerusakan lingkungan di muka bumi ini.

Sumberdaya manusia di dagrah merupakan
faktor kunci dalam pelaksanaan otonomi
daerah. Terkait dengan reformasi di bidang
politik dan pemerintahan, maka tuntutan yang
bergulir saat ini adalah diberikannya otonomi
daerah yang lebih luas sehingga daerah dapat
mengatur sendiri dacrahnya untuk mengelola
Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini
dikelola oleh pemerintah pusat. Terkait dengan
hal tersebut maka daerah akan membutuhkan
SDM yang berkualitas, yang lebih mampu dan
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siap pakai dalam mengelola SDA masing-masing
daerah dalam kerangka mendukung implementasi
kebijakan otonomi daerah.

Eksploitasi SDA yang dilakukan secara terus
menerus dan tidak terkendali tentu saja akan
mengarah kepada kerusakan lingkungan secara
permanen, kecuali apabila SDA tersebut
dimanfaatkan secara bijaksana dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan, Selama ini
kemampuan pemerintah daerah (Pemda dan
Pemkot) dalam menjaga kelestarian lingkungan
hidup untuk masing-masing daerahnya masih
sangal terbatas, dan dibawah kendali pemerintah
pusat.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang
sehat dan lestari dalam implementasi pembangunan
di daerah, maka setiap daerah sebenamya telah
memiliki dan dapat menggunakan payung hukum
yang sudah ada yakni UU No 32 tahun 2004
mengenai Pemerintahan Daerah. Seperti yang telah
ditegaskan dalam salah satu pasalnya bahwa “
daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional
yang ada di wilayahnya dan bertanggung jawab
memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan
peraturan  perundangan-undangan yang ada”.
Sehubungan dengan hal ini maka peranan dan
kinerja dari Pemda atau Pemkot amat berperan
penting terutama untuk mewujudkan pembangunan
daerah yang berwawasan lingkungan.

Mengingat adanya heterogenitas dari tiap
Pemda / Pemkot yang memiliki keterbatasan dalam
kewenangan, keterbatasan SDM dan
pengembangan daerah lebih cepat untuk
mengantisipasi persaingan di era globalisasi, maka
untuk mewujudkan pembangunan daerah yang
berkelanjutan, pemberdayaan daerah menjadi amat
penting dan hal ini memerlukan dukungan dan
bantuan semua pihak termasuk keberadaan Pusat
Studi Lingkungan (PSL) yang ada di berbagai
Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebagai institusi
akademik yang berada di bawah lembaga
penelitian dan pengabdian masyarakat suatu
perguruan tinggi, maka peran PSL amat strategis,
terutama bekerjasama dengan Pemda atau Pemkot
untuk memberdayakan masyarakat di daerah dalam

mewujudkan pembangungan di daerah agar
tidak merusak lingkungan.

Salah satu instrumen penting yang dapat
diimplementasikan untuk mencegah
pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat
adanya suatu  kegiatan proyek  atau
pembangunan di daerah adalah AMDAL. PSL
dapat berperan penting dan amat strategis
dalam rangka mensosialisasikan  serta
memberikan motivasi kepada masyarakat di
daerah akan pentingnya Amdal bagi setiap
pembangunan yang berdampak penting
terhadap kehidupan masyarakat. Studi ini
bertujuan  untuk menganalisis  peranan,
kontribusi dan tantangan ke depan PSL di
berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam
meningkatkan  kualitas SDM  pengelola
lingkungan untuk mengoptimalkan
penyelenggaraan kegiatan AMDAL di daerah.

2. PEMBAHASAN
KEWENANGAN

2.1. AMDAL DAN
PEMERINTAH DAERAH

a. AMDAL dalam Pembangunan Daerah
Amdal merupakan suatu kajian mengenai
dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan
digunakan untuk mengambil keputusan
(Mukono, 2005). Hal-hal yang dikaji dalam
proses amdal adalah aspek fisik-kimia,
ekologi (biologi), sosial — ekonomi — budaya,
dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap
studi kelayakan suatu rencana usaha dan atau
kegiatan. Amdal di satu sisi merupakan bagian
dari suatu studi kelayakan untuk melaksanakan
suatu rencana usaha dan atau kegiatan, di sisi
lain merupakan suatu syarat yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan
suatu kegiatan. Berdasarkan hasil analisis ini
akan diketahui secara lebih jelas dampak besar
dan penting terhadap lingkungan hidup, baik
dampak negatif maupun dampak positif yang
akan timbul akibat pembangunan sehingga
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dapat  dipersiapkan
menanggulanginya.

Tujuan umum dari Amdal adalah menjaga dan
meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan
dampak negatif akibat pencemaran lingkungan
hingga serendah mungkin. Dengan demikian
Amdal diperlukan dalam proses pengambilan
keputusan tentang rencana pelaksanaan sSuatu
kegiatan yang mempunyai dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup. Agar
pelaksanaan Amdal dapat beralan efektif dan
dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka
pengawasan amdal dikaitkan dengan perijinan.
Lebih lanjut disebutkan bahwa Amdal adalah salah
satu syarat perijinan, dimana para pengambil
keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi
AMDAL sebelum memberikan ijin usaha atau
kegiatan (PP No 27 tahun 1999).

Di era otonomi daerah, kewenangan daerah
akan sedemikian kuat dan luas schingga diperlukan
suatu peraturan perundang-undangan yang ketat
untuk menghindari  ketidakteraturan  dalam
menyusun suatu kebijakan di bidang lingkungan
hidup, terutama masalah penanganan penegakan
hukum lingkungan di era otonomi daerah.
Pengelolaan LH amat penting di era otonomi
daerah karena lingkungan hidup sudah menjadi isu
internasional yang mempengaruhi perekonomian
suatu negara. Kewenangan propinsi terdiri atas
kewenangan dalam bidang pemerintaban yang
bersifat lintas kabupaten/kota; sedangkan kewe-
nangan kabupaten/kota, terdiri atas perencanaan
pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian
pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan dan
evaluasi kualitas lingkungan, dan penegakan
hukum lingkungan hidup.

b. Penetapan Bentuk Kajian Lingkungan

(AMDAL)

Terdapat tiga alternatif untuk dokumen kajian
lingkungan sesuai dengan besaran rencana kegiatan
yang akan dilakukan yaitu Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UKL/UPL) atau AMDAL. Dasar yang digunakan
untuk penetapan kajian lingkungan adalah : UU No
23 Tahun 1997, PP No 27 Tahun 1999, dan

langkah-langkah  untuk

Peraturan Menteri Negara LH No 11 Tahun
2006. Ketentuan tentang penetapan bentuk
kajian lingkungan secara bagan disajikan pada
gambar 1.

2.2.PERANAN  PENDIDIKAN  TINGGI
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYA-
RAKAT UNTUK PENYELENGGARAAN
AMDAL

a. PSL dan Partisipasi Masyarakat dalam
Proses AMDAL.

Jika kita berbicara mengenai partisipasi
masyarakat maka ada dua hal yang mendasar
yang perlu mendapat perhatian, yaitu :@ (1)
bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dari
setiap warga negara (hak azasi manusia) dan
hal ini dijamin oleh konstitusi (Pasal 28 UUD
1945), dan (2) partisipasi dalam AMDAL
adalah salah satu dasar untuk mencapai tujuan
AMDAL, yakni untuk melindungi kepentingan
masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya

alam. Tanpa adanya partisipasi dan
masyarakat, maka AMDAL hanya akan
menjadi mata rantai dari administrasi
pemerintahan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses
AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan tentang
AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat
menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-
nilai yang dimiliki msyarakat, serta usulan
penyelesaian masalah dari  masyarakat
yangberkepentingan dengan tujuan
memperoleh  keputusan  yang  terbaik.
Sedangkan menurut Heroepoetri (2000)
partisipasi masyarakat diartikan sebagai bentuk
kekuatan dan kedaulatan rakyat yang
menempatkan masyarakat sebagai kekuatan
untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap
kekuatan yang diambil oleh pejabat negara.
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Gambar 1.
RENCANA KETUA KOMISI Penanggungjawab
KEGIATAN AMDAL KOTA Komisis AMDAL
Kota
1 ——| UU No 23 TH 1997
PEMBANGUNAN
SARANA DAN PP No 27 TH 1999
PRASARANA
PertMenlLH No 11
2006
= DOKUMEN ANDAL
L PENYUSUNAN DOKUMEN RKL
WAIJIB AMDAL KA-ANDAL
DOKUMEN RPL

PUBLIKASI / SOSTALISASI

4 L

Rekomendasi Kelayakan

Lingkungan Scbagai Syarat
Mengajukan IMB

Gambar 1. Bagan Penetapan Langkah Kafian Lingkungan (Raharjo, 2007)

Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah
kepentingan  masyarakat  dapat
dilindungi pada waktu terjadi eksploitasi (kegiatan
pembangunan) atas lingkungan hidup. Sedangkan
tujuan dari amdal adalah bagaimana agar
masyarakat menjadi sadar (aware) akan adanya
dampak negatip akibat aktivitas pembangunan, dan
melakukan suatu tawaran (trade off) dari dampak
yang mungkin ditimbulkan.

Dalam Keputusan Kepala Bapedal No 08 Th
2000 disebutkan bahwa hak masyarakat dalam
proses AMDAL adalah : (a) memperoleh informasi
mengenai : rencana kegiatan yang wajim AMDAL,
semua dokumen AMDAL, proses penilaian, dan

keputusan hasil; (b) memberikan saran,
pendapat dan atau tanggapan atas rencana dan
atau kegiatan yang wajib AMDAL; (c) duduk
sebagai anggota komisi Penilai AMDAL,
khusus bagi warga yang terkena dampak; dan
(d) memperhatikan tahapan proses kajian
AMDAL. Sedangkan instansi
bertanggungjawab dalam : (a) mengumumkan
rencana atau usaha kegiatan yang akan
menyusun AMDAL, (b) mendukumentasikan
dan mengolah saran, (¢) menyampaikan
rangkuman hasil saran, pendapat, dan
tanggapan dan warga, (d) menyediakan
informasi tentang proses dan hasil keputusan
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penilaian semua dokumen, dan (e) memfasilitasi
terlaksananya dengan baik hak warga masyarakat
atas informasi dan berperan serta dalam proses
AMDAL. Bagaimanakah implementasi program
PSL. dalam memberdayakan masyarakat terkait
persoalan lingkungan hidup, khususnya AMDAL
dapat direalisasikan melalui program Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

b. Tinjauan Peran PSL dari Tri

Dharma Perguruan Tinggi.

Aspek

1. Peran Langsung PSL Secara Kurikuler
(aspek pendidikan dan pengajaran)

PSL berperan penting dalam memberdayakan
masyarakat secara kurikuler, yakni dengan cara
memasukkan mata kuliah AMDAL ke dalam
kurikulum sebagai salah satu mata kuliah pada
Program Studi / Fakultas tertentu terutama yang
terkait erat dengan poersoalan lingkungan. Dengan
demikian maka masyarakat (dalam hal ini diwakili
oleh mahasiswa) dapat secara langsung
mendapatkan mata kuliah AMDAL. Dengan
mengikuti kuliah AMDAL, para mahasiswa akan
mengetahui, mengerti, dan memahami tentang
persoalan AMDAL sebagai salah satu perangkat
preventif  sebelum melakukan aktivitas
pembangunan yang berwawasan lingkungan;
cakrawala pikiran mereka akan terbuka Juas
bahkan para mahasiswa dapat pula dilatih untuk
membuat salah satu bagian dari dokumen AMDAL
sebagai salah satu tugas mata kuliah tersebut. PSL
memiliki SDM (para dosen) yang berkualitas, yang
dapat diambil dari berbagai Fakultas di lingkungan
Perguruan Tinggi tersebut. Para dosen lingkungan
adalah mereka yang telah banyak berpengalaman
secara langsung baik melakukan kegiatan
penelitian tentang permasalahan lingkungan,
maupun sebagai konsultan yang ikut secara aktif
dalam penyusun dokumen AMDAL. Dengan
demikian mereka cukup prefesional dan tidak
diragukan lagi kemampuannya dalam mentransfer
pengetahuannya (khususnya AMDAL) kepada para
mahasiswa yang merupakan wakil dari masyarakat.
Metode menstransfer pengetahuan tentang amdal

kepada mahasiswa adalah dalam bentuk tatap
muka di kelas (klasikal), mengerjakan tugas
(assignment), diskusi di kelas, dan evaluasi
(UTS dan UAS). Langkah selanjutnya setelah
para mahasiswa lulus, diharapkan mereka dapat
mentransfer pengetahuannya tentang amdal
kepada masyarakat yang lebih luas lagi.

2. Melakukan Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Ilmu.

Amdal sebenamya merupakan salah satu
dokumen penting yang bersifat ilmiah. Untuk
meningkatkan peranan PSL dalam
memberdayakan amdal dapat dilakukan melalu
kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu,
maka pilar utamanya sebenarnya terletak pada
peran dosen yang selama ini menekuni bidang
lingkungan hidup. Peranan dosen sangat
penting dalain melakukan kegiatan penelitian
yang terkait dengan komponen-komponen
amdal. Jenis penelitian yang  dapat
dikembangkan misalnya @ penelitian tentang
biologi, ekosistem, pencemaran (darat, laut,
udara), ekonomi lingkungan, kesehatan
lingkungan, aspek fisik lingkungan, hukum
lingkungan, aspek sosial budaya, dan kebiasaan
masyarakat fentang lingkungan, dll. Semua
hasil penelitian tersebut muaranya adalah
mendukung dan memperkuat data-data riil
tentang rona lingkungan di suatu daerah,
meliputi rona lingkungan fisik, kimia, biologi,
sosial, ekonomi, budaya dan faktor lainnya
yang selama ini menjadi parameter terukur dan
suatu studi amdal wuntuk melihat adanya
perubahan lingkungan akibat pembangunan.
Hasil penelitian dari para dosen tersebut
selanjutnya dapat dideseminasikan pada forum
seminar/ kongres / konferensi nasioanl tentang
lingkungan hidup serta dikomunikasikan
melalui media cetak di berbagai jurnal baik
tingkat nasional, regonal maupun internasional.
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3. Peran PSL mengoptimalkan amdal melalui
Program Pengabdian masyarakat

Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di
setiap daerah perlu untuk ditingkatkan, untuk itu
periu disusun suatu program dalam skala yang
lebih besar serta disusun dengan cepat. Untuk
mewujudkan keinginan tersebut, Pemda atau
Pemkot tentu saja dapat melakukan kerjasama
dengan berbagai institusi di bidang lingkungan
hidup yang memiliki kompetensi dan kapabilitas,
terutama untuk penyusunan Amdal. Salah satu
institusi yang memiliki SDM yang berkompeten
dan qualified dalam membuat program pengelolaan
lingkungan terutama menyusun Amdal adalah
institusi Perguruan tinggi, khususnya PSL.

PSL merupakan suatu lembaga akademik dan
kedudukannya pada beberapa perguruan tinggi
berada di bawah kendali Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat. Oleh karena itu
tugas pokok PSL disamping mengadakan
penelitian dan pengembangan ilmu yang dilakukan
oleh para dosen, juga melakukan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, yakni
mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk kepentingan masyarakai. Salah satu tugas
PSL terkait dengan pemberdayaan masyarakat
adalah  sebagai Training provider vyang
memberikan  pelatihan-  pelatihan  kepada
masyarakat mengenai masalah lingkungan hidup,
terutama tentang amdal.

Berdasarkan  substansinya, kita  dapat
mengelompokkan program pelatihan tentang
mengelola lingkungan hidup di daerah menjadi dua
kelompok, pertama adalah pelatihan bersifat
umum, dan ke dua pelatihan yang bersifat khusus.
Pelatihan bersifat umum lebih diarahkan untuk
semua staf yang bekerja di bidang lingkungan
hidup, manajer kelas menengah maupun pemula.
Sedangkan materi pelatihan khusus adalah
menyangkut aspek-aspek teknis tertentu (Tabel 1.).

Tabel 1. Beberapa contoh materi program
pelatihan/kursus tentang lingkungan

hidup yang dapat diselenggarakan

oleh setiap PSL di Perguruan
Tinggi.
No Jenis Program pelatihan Sasaran
pelatihan
I | Unum Pengantar Semua staf
perusahaan, pemula,
Pengslolam manajer menengah,
lingkungan dll
Filosofi tentang | H
II | Khusus/ | - Penyusunan Mereka yang dapat
teknis dokumen AMDAL | mengikuti kegiatan
- Pengelolaan ini antara lain
kawasan pantai a. Staf tekmis dari
- Pengelolaan instansi tertentu,
kawasan pesisir yang sesual
- Pengelolaan dengan
sampah kota bidangnya
- Pengelolaan masing-masing
Limbah b. Pimpinan
- Pengelolaan instansi
lingkungan kota pemerintah
= Keanekaragaman ¢. Pimpinan
Hayati instansi swasta
- Pengelolaan DAS d. Masyarakat
- Tekn.jk milihan dan
Sampah Rumah
tangga
- Produk Pertanian
Organik
- Komposter
resapan, dil

Tabel di atas adalah menunjukkan kontribusi
PSL  dalam  memberdayakan  masalah
lingkungan hidup kepada masyarakat melalui
kegiatan  pelatihan/kursus  yang  dapat
diselenggarakan secara rutin. Selain itu PSL
dapat secara khusus untuk memberikan kursus
tentang AMDAL kepada masyarakat luas,
meskipun hal ini tidak mudah dilaksanakan
terutama bagi masyarakat di dacrah. Salah satu
persoalan yang akan muncul adalah kendala
dalam penyelenggaraan karena mahalnya
penyelenggaraan yang harus ditanggung oleh
institusi penyelenggara.
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2.3. KENDALA DAN TANTANGAN PSL
DALAM IMPLEMETASI AMDAL

Banyak pihak telah melakukan evaluasi yang
menunjukkan bahwa proses AMDAL di Indonesia
memiliki banyak kelemahan. Menurut Hendartomo
(2005), kelemahan tersebut diantaranya amdal
belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses
perijinan satu rencana kegiatan pembangunan,
sehingga belum dapat digunakan sebagai instrumen
untuk  menolak atau mengijinkan  suatu
pembangunan,  masyarakat masih  belum
sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam proses amdal.
Meskipun LSM telah mengambil peran mengikuti
sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi
suaranya belum bisa diterima dalam proses
pengambilan keputusan, kelemahan yang nampak
dari Amdal adalah belum adanya jaminan bahwa
rekomendasi yang dihasilkan dalam studi
AMDAL, UKL, dan UPL akan dilaksanakan oleh
pihak pemrakarsa proyek, dan masih terdapat
kelemahan dalam metode-metode AMDAL,
khususnya aspek “Sosial Budaya. Sehingga
dampak negatip pembangunan ke arah aspek sosial
budaya kurang dikaji secara seksama. Tidak kalah
pentingnya adalah pasca Dokumen AMDAL
mendapatkan pengesahan atau rekomendasi baik
dari Kepada daerah Kabupaten/Kota bahkan
Gubernur, kegiatan pemantauan lingkungan
sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui
efektivitas dan effisiensi kegiatan pengelolaan
lingkungan tidak berjalan secara rutin dan
berkelanjutan termasuk upaya untuk melakukan
pelaporan dari pemrakarsa atau pemilik kegiatan,
dimana hal ini semakin melemahkan kontrol
terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat tentang AMDAL
oleh PSL dilakukan dengan melihat adanya
peluang diantara kelemahan dan kendala yang ada
dalam implentasi AMDAL selama ini. Tantangan
ke depan yang dihadapi PSL dalam pemberdayaan
masyarakat terkait implementasi amdal melalui Tri
Dharma Perguruan Tinggi adalah : (a) dalam
bidang pendidikan dan pengajaran : tidak semua
perguruan tinggi secara kurikuler memilih dan
memasukkan AMDAL sebagai salah satu mata

kuliah baik wajib maupun pilihan (kecuali
jurusan Teknik Lingkungan atau perguruan
tinggi yang memiliki pola ilmiah pokok
lingkungan), (b) di bidang penelitian dan
pengembangan ilmu : tidak banyak dosen
(karena keterbatasan pengetahuan tentang
amdal) vyang tertarik untuk melakukan
penelitian terkait dengan amdal; penelitian
terkait amdal memerlukan dukungan dana yang
tinggi, sehingga sangat terbatas dilakukan oleh
staf  pengajar  kecuali ~mereka yang
mendapatkan  cukup dana penelitian dan
institusi lain; hasil penelitian bidang amdal juga
masih jarang dipublikasikan (kalah dengan
publikasi non lingkungan), dokumentasi hasil
penelitian masih terbatas, dan sistem admintrasi
dokumen amdal juga masih lemah sehingga
sulit diakses langsung oleh masyarakat , (c) di
bidang pengabdian masyarakat : (1) sosialisasi
atau penyuluhan tentang AMDAL umumnya
hanya dalam batas diskusi dan pengarahan
sehingga membosankan, seharusnya diikuti
oleh praktek langsung sehingga dapat dipahami
oleh masyarakat secara luas, (2) masyarakat
kita yang masih sangat heterogen dalam
pendidikan, latar belakang, budaya, agama,
serta politik, sehingga cukup menyulitkan pada
saat dilakukan penyuluhan, (3) Budaya
paternalistik sering masih lebith domnan di
daerah tertentu, sehingga diperlukan kerjasama
dan pemahaman yang sama dengan tokoh
masyarakat, dan adat setempat, dan (4)
persoalan klasik yakni dukungan dana
Umumnya jika kegiatan pelatihan/kursus
dilaksanakan secara mandiri, maka beban
pembeayaan tentu akan ditanggung oleh peserta
kursus tersebut sehingga kurang menarik bagi
masyarakat karena dianggap mahal, sehingga
implementasi  masalah amdal kepada
masyarakat secara langsung tidak dapat
diselenggarakn secara optimal.

Walaupun Amdal ini di Indonesia telah
diterapkan lebih dari 20 tahun, namun masih
dijumpai banyak hambatan. Kendala dimaksud
lebih mengarah pada faktor-faktor teknis,
seperti misalnya penataan hukum masih lemah
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(Sugiyono, 2002), masih adanya kekuatan institusi DAFTAR PUSTAKA

yang memiliki pengaruh, ketersediaan data masih
amat terbatas, pelatthan Ilmiah dan profesional,
karakter budaya, dan perilaku sosial politik
masyarakat Indonesia (sangat mempengaruhi
bentuk penecrapan AMDAL di lapangan).
Kebijakan dan program tentang lingkungan di
Indonesia hingga saat ini masih bersifat “rop down™
oleh pemerintah sendiri. Inisiatif top down muncul
bukan karena adanya kebutuhan menganalisis
dampak, tetapi sebagai tanggapan terhadap
perkembangan barat. Hal ini berbeda dengan di
negara barat, program dan kebijakan lingkungan
dibuat karena adanya kebutuhan masyarakat,
sehingga inisiatif bersifat “bottom up”.

4. PENUTUP

Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di
setiap daerah masth perlu untuk ditingkatkan baik
dari segi infra struktur maupun sumberdaya
manusianya. Untuk itu perlu  disusun suatu
program mengenai lingkungan hidup di daerah
secara komprehensif. Salah satu instrumen penting
yang dapat diimplementasikan untuk mencegah
kerusakan lingkungan akibat adanya suatu kegiatan
proyek atau pembangunan di suatu daerah adalah
AMDAL. Pusat Studi Lingkungan sebagai lembaga
pendidikan akademik Perguruan Tinggi berperan
amat penting dan strategis dalam memberdayakan
masyarakat untuk menyelenggarakan AMDAL,
diantaranya dilakukan melalui kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. (baik di bidang pendidikan &
pengajaran; penelitian dan pengembangan ilmu,
serta di bidang pengabdian pada masyarakat).
Meskipun demikian dalam pelaksanaannya di
lapangan ditemui banyak kendala, baik hambatan
yang bersifat teknis, maupun non teknis, seperti
hambatan ekologis, sosial, ekonomi, pesikologis,
dan hambatan budaya masyarakat. Semua
hambatan tersebut sebagai tantangan ke depan bagi
PSL dalam mengoptimalkan kegiatan amdal di
masyarakat.
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